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RINGKASAN

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan publik lebih baik. Dalam mengurus Izin Mendirikan
Bangunan di Kabupaten Merangin tidak terlepas dari fungsi Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Kabupaten Merangin.

Hasil penelitian mengenai pelayanan IMB di KP2T Kabupaten Merangin,
memjelaskan bahwa: 1) penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan dengan
pengguna jasa pelayanan memiliki prosedur yang cukup jelas dan tidak
memberatkan masyarakat dalam pembiayaannya dalam pengurusan IMB di
Kabupaten Merangin, 2) memfungsikan mekanisme ‘voice’ di KP2T Kabupaten
Merangin memiliki sarana dan prasarana belum memadai untuk mewakili
Provinsi Jambi sebagai percontohan ditingkat nasional, 3) Pembentukan birokrat
yang berorientasi pelayanan dengan menempatkan sumber daya manusia di KP2T
sangat memerlukan kedisiplinan petugas pelayanan terutama konsistensi waktu,
4) Pembangunan Kultur Pelayanan dilakukan pimpinan dalam memberikan arahan
untuk pembangunan kultur pelayanan yang berfungsi untuk melihat kinerja
pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan
memperhatikan iklim organisasi di KP2T Kabupaten Merangin sudah memiliki
iklim kerja yang kondusif yang mampu memberikan motivasi kerja pada pegawai
meskipun sarana dan prasarana kurang memadai, 5) pembangunan sistem
pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin
dengan memberikan pelayanan mulai dari prosedur sampai tata cara mengurus
perizinan yang disosialisasikan mampu memberikan penjelasan kepada
masyarakat, dengan sistem yang disebut “jemput bola” atau menghubungan
masyarakat secara langsung melalui via telpon. Dari beberapa faktor yang
mempengaruhi pelayanan, maka kendala yang menghambat pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan di KP2T Kabupaten Merangin adalah: a) kurangnya
pengetahuan sumber daya manusia (SDM) b) minimnya sarana dan prasarana
pendukung, ¢) minimnya dana untuk menunjang kegiatan.

Kata Kunci: Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
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I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dituntut oleh

masyarakat  untuk  memberikan
pelayanan  yang  baik  (Good
Governance) kepada masyarakat. Hal
ini sesuai dengan pendapat Saleh
(2003) yang mengatakan bahwa
pelayanan harus dilakukan
pemerintah meliputi semua aspek
kehidupan  masyarakat. Semakin
kuatnya tuntutan masyarakat terhadap
organisasi birokrasi pemerintah yang
semakin responsif, akomodatif dan
adaptif terhadap perubahan situasi
lingkungan politik ekonomi, sosial
dan budaya, maka perlu

ditindaklanjuti pelayanan birokrasi

yang lebih efektif dan efisien.

Rendahnya pelayanan publik di

Indonesia sudah lama menjadi

keluhan masyarakat. Sebagai

penyelenggara pelayanan  publik,
birokrasi pemerintah belum mampu
merespon  dinamika politik dan
ekonomi, sehingga pelayanan publik
cenderung tidak efektif, efisien dan
tidak responsif. Walaupun reformasi
sudah berjalan mulai tahun 1997,
tetapi pelayanan publik tidak banyak
berubah dari periode sebelumnya.
Survei tentang pelayanan publik di
Indonesia yang diprakarsai oleh
PSKK UGM menunjukkan bahwa di
beberapa  daerah seperti di
Yogyakarta 69,1 % dan di Sulawesi
Selatan 25,4 % serta di Sumatera
Barat 27,5 % masyarakat pengguna
jasa  birokrasi merasa kecewa
terhadap pelayanan yang mereka
dalam

terima. (Subarsono

Dwiyanto,2008).

Keadaan ini, padahal sudah
tercermin dengan adanya perangkat

kebijakan menurut Undang-undang




Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik yang menjelaskan
bahwa pada hakekatnya kebijakan
pemerintah

merupakan upaya

transformasi  organisasi  birokrasi
menuju efektifitas dan efisiensi dalam
pelayanan terhadap publik. Pelayanan
publik juga menjelaskan bahwa
rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan  kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan  oleh  penyelenggara
pelayanan publik.

Pelayanan administrasi
pemerintahan atau pelayanan

perizinan menurut Ratminto dan
Winarsih (2005) adalah segala bentuk
jasa pelayanan yang pada prinsipnya
menjadi

tanggung jawab  dan

dilaksanakan oleh instansi

Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan
di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan

peraturan  perundang-

undangan, yang bentuk produk

pelayanannya adalah izin warkat.

Pembentukan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu (KP2T)
merupakan dampak dari kebijakan
desentralisasi yang bertujuan untuk
memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat. Kebijakan desentralisasi
yang merupakan implementasi dari
Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, maka dengan
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diterapkannya otonomi yang luas,
nyata dan bertanggung jawab telah
memberikan peluang bagi pemerintah
daerah  untuk

mengembangkan

inovasi dalam layanan kepada

masyarakat.

Adapun tujuan pembentukan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
adalah untuk memudahkan
pengurusan perizinan. Pembentukan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin yang menjadi
salah satu wewenang Pemerintah
Daerah pada era otonomi daerah yang
berorientasi membuka akses bagi
masyarakat  dalam

mendapatkan

pelayanan diantaranya adalah
pelayanan izin mendirikan bangunan.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin ini termasuk

kantor yang masih baru, sampai saat

ini pelaksanaannya baru berjalan + 3

(tiga) tahun, mulai dari tahun 2010

sampai dengan 2012.

Berdasarkan penjelasan Bapak
Alamsah Kabid Tata Ruang dan
Perumahan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Merangin mengatakan
bahwa: “Penyebab semrawutnya Kota
Bangko di sebabkan banyaknya
bangunan yang tidak memiliki Izin
Mendirikan ~ Bangunan  (IMB)”.
(Tribun Jambi, 5 Maret 2013).
Artinya peyebab ketidakteraturan
Kota Bangko disebabkan masih
banyaknya masyarakat yang tidak
mengurus izin mendirikan bangunan.
Hal ini terjadi karena ketidakpedulian
masyarakat akan izin mendirikan
bangunan, begitu juga presepsi
masyarakat terhadap pelayanan untuk
mengeluarkan IMB tersebut memiliki

prosedur yang dianggap rumit oleh

masyarakat.




Dari apa yang telah
dikemukakan, maka penelitian ini
Kantor

akan mengkaji  fungsi

Pelayanan Perizinan Terpadu dalam

meningkatkan pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Kabupaten Merangin.

1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar  belakang
yang telah dipaparkan diatas, maka

rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin dalam
meningkatkan pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)?

2. Kendala apa saja yang
menghambat Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Merangin dalam

meningkatkan pelayanan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)?

1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini
adalah

untuk  mengetahui  dan

mendeskripsikan tentang:

1. Fungsi  Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten

Merangin dalam meningkatkan

pelayanan  Izin  Mendirikan
Bangunan (IMB).
2. Kendala yang menghambat

Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Merangin

dalam meningkatkan pelayanan

Izin Mendirikan  Bangunan
(IMB).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif
dengan analisa deskriptif. Menurut
Sugiyono (2011:12) mengemukakan
metode kualitatif merupakan metode
karena

naturalistik penelitian

dilakukan pada kondisi alamiah,
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objek yang berkembang apa adanya,
tidak dimanipulasi oleh peneliti dan
kehadiran peneliti tidak
mempengaruhi dinamika pada objek

tersebut.

ITI.HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang
Terbentuknya Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu (KP2T) Kabupaten
Merangin

Pelaksanaan Otonomi

daerah yang digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2009
membawa perubahan signifikan
dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah. Salah
satu perubahan tersebut adalah
pemberian wewenang yang
lebih luas dalam
penyelenggaraan beberapa
bidang pemerintahan. Seiring
dengan hal tersebut maka,
struktur birokrasi di daerah juga

berubah dimana pemerintah

daerah dapat melaksanakan
pelayanan  publik  dengan
pembentukan  instansi  atau
lembaga khusus yang meng

permasalahan perizinan.

Kenyataannya kualitas
pelayanan publik masih banyak
di keluhkan masyarakat yang
disebabkan sulitnya mengakses
informasi,  prosedur  yang
berbelit-belit dan masih tidak
jelasnya  biaya  pengurusan
perizinan. Paradigma tersebut
pemerintah daerah Kabupaten
Merangin menaruh perhatian
yang besar terhadap wupaya
mereformasi  dalam  bidang
perizinan dengan dibentuknya
Kantor Palayanan Perizinan
Terpadu (KPPT) Kabupaten
Merangin dengan
diterbitkannya Peraturan Daerah

Nomor 20 tahun 2008 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Merangin.

Sistem Pelayanan Perizinan
Terpadu pada hakikatnya adalah
penyelenggaran pelayanan
perizinan di satu atap. Sistem
ini diyakini salah satu upaya
pemerintah ~ daerah  dalam
rangka membentuk transparansi
informasi dalam bidang
perizinan dan pada akhirnya
dengan  adanya  reformasi
terhadap pelayanan perizinan
maka  dapat = mewujudkan
pelayanan prima kepada
masyarakat. Hal ini dikarenakan
sebagian orang menilai dengan
sudut pandang yang negatif
terhadap pelayanan perizinan,
yang di anggap perizinan
selama ini berbelit-belit, tidak

jelas, tidak transparan dan juga

tidak adanya kepastian waktu
dalam mengeluarkan Izin yang

diurus oleh masyarakat.

Kondisi ini membuat
masyarakat tidak mau mengurus
langsung akan tetapi banyak
yang mengurus melalui calo-
calo atau lebih tepatnya
menggunakan biro jasa
perizinan. Hal ini selain tidak
baik dari sisi ketertiban hukum
juga berdampak pada tidak
optimalnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan sektor
retribusi perizinan serta tidak
bergairahnya investor untuk
menanamkan  modalnya  di

daerah.

Berdasarkan latar belakang
tersebut Pemerintah Kabupaten
Merangin memandang perlu
untuk melakukan perubahan

terhadap  sistem  pelayanan
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perizinan di kabupaten
Merangin. Paradigma bahwa
pemerinatah adalah pelayan
masyarakat harus benar-benar
di ujudkan, dengan memandang
bahwa  masyarakat adalah
pelanggan yang harus dilayani
secara prima dengan upaya
menghilangkan prosedur yang
berbeli-belit, biaya yang tidak
transparan, waktu penyelesaian
yang tidak jelas serta petugas

yang tidak ramah terhadap

pelanggan (masyarakat).

b. Fungsi Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KP2T)
Dalam Meningkatkan Izin
Mendirikan Bangunan di
Kabupaten Merangin
Pelaksanaan  penyelenggaraan

pelayanan publik merupakan bagian

dari upaya negara yang berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan dasar
hak-hak sipil setiap warga negara atas

barang, jasa dan  pelayanan

administrasi yang disediakan
penyelenggara pelayanan publik. Hal
ini sejalan dengan amanat Undang-
Undang Dasar 1945 dalam rangka
untuk memenuhi kebutuhan dasar
setiap warga negara untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat sehingga
efektivitas suatu sistem pemerintahan
sangat ditentukan oleh sejauhmana
pelayanan  publik  dilaksanakan.
Pembukaan Undang-undang Dasar
1945 pun secara tegas menyatakan
bahwa salah satu tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah
untuk  memajukan  sekejahteraan

publik dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Merujuk pada Ketetapan MPR-
RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nopotisme (KKN) mengamanatkan
agar  aparatur

negara  mampu
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menjalankan tugas dan fungsinya
secara profesional, produktif,
transparan dan bebas dari KKN.
Perwujudan nyata dari sikap aparatur
negara dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan yang
diamanatkan oleh TAP MPR tersebut
antara lain tercermin dari
penyelenggaraan pelayanan publik.
Oleh karena itu, upaya untuk

meningkatkan kinerja aparatur dalam

pelayanan publik terus dilakukan.

Sejak diberlakukannya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang selanjutnya diubah
dengan Undang-undang Republik
Indonesia nomor 32 tahun 2004,
diharapkan dapat memberikan
dampak nyata dan luas terhadap
peningkatan  pelayanan terhadap

masyarakat. Pelimpahan wewenang

dari Pemerintah Pusat ke Daerah

memungkinkan penyelenggaraan
pelayanan dengan jalur birokrasi
yang lebih ringkas dan membuka
peluang bagi Pemerintah Daerah
untuk melakukan inovasi dalam

pemberian dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. (Surjadi, 2009:7).

Penyelenggaraan pelayanan
publik merupakan proses yang sangat
strategis karena di  dalamnya
berlangsung interaksi yang cukup
intensif antara warga negara dan
aparatur pemerintah. Kualitas produk
dan proses penyelenggaraan layanan
publik dapat diamati, dirasakan, dan
dinilai  secara  langsung  oleh
masyarakat. Hal ini disebabkan
karena fungsi pelayanan publik
merupakan tanggung jawab

pemerintah  dalam  meningkatkan

kualitas pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat mengenai

perbaikan kualitas pelayanan publik
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ditanggapi oleh pemerintah dengan
serius. Dengan dikeluarkannya UU
No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik merupakan salah
satu upaya perbaikan pelayanan
publik. Selain itu, disebutkan juga
mengenai standar pelayanan yang
merupakan ukuran yang dibakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan penerima pelayanan.
Dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun
2009  tentang  ruang  lingkup
pelayanan publik meliputi pelayanan
barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur
perundang-

dalam peraturan

undangan.

Pelayanan publik yang baik

diartikan  sebagai suatu  bentuk
pelayanan yang disesuaikan dengan
kualitas layanan yang diberikan, agar

pelayanan dapat memberikan

kepuasan kepada masyarakat. Dalam
meningatkan pelayanan maka ruang
Kantor

lingkup pembahasan di

Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin memiliki fungsi
memberikan layanan perizinan yang
diberikan kepada masyarakat secara
optimal. Penilaian publik terhadap
pelayanan yang diberikan dapat
diukur dengan beberapa faktor

menurut Ratminto dan Winarsih

(2005:38-51) yaitu ada lima faktor

yang mempengaruhi kualitas
pelayanan perizinan, dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. Penguatan Posisi Tawar

Pengguna Jasa Pelayanan

Pelayanan publik akan menjadi
baik  atau  berkualitas  apabila
masyarakat yang mengurus sesuatu
jenis pelayanan tertentu mempunyai
posisi tawar yang sebanding dengan
pemberi

posisi  tawar  petugas
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pelayanan. Penguatan posisi tawar
pengguna jasa pelayanan KP2T

Kabupaten Merangin harus dilakukan

antara lain dengan cara
memberitahukan dan
mensosialisaikan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban baik pemberi
maupun pengguna jasa pelayanan

yang terdiri dari:

2. Sosialisasi Peraturan

Pelaksanaan sosialisasi
peraturan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merangin
Kabupaten berdasarkan Peraturan
Daerah No.3 Tahun 2012. Peraturan
ini disosialisasikan kepada

masyarakat melalui pameran setiap

tahunnya.

3. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan umum harus
diupayakan agar dapat memberikan

keamanan, kenyamanan, kepastian

hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kualitas
pelayanan  yang  mengutamakan
kenyamanan masih kurang efektif

bagi masyarakat.

4.  Pemberitahuan pembiayaan
dalam pelaksanaan pelayanan
jasa.

Pelayanan yang diberikan Izin

di KP2T Kabupaten Merangin diatur

oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun

2012 tentang retribusi zin

mendirikan atau

mengubah

bangunan. telah menjelaskan tarif

2. Memfungsikan Mekanisme
‘Voice’
Memfungsikan mekanisme

‘voice’ dapat dilakukan  untuk
menyeimbangkan hubungan antara

pemberi jasa pelayanan dan penerima

jasa pelayanan yang dilakukan di
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KP2T Kabupaten Merangin dengan

cara:

- Menyiapkan  sarana  untuk

menampung keluhan
masyarakat

Memfungsikan Voice di Kantor
Pelayanan  Perizinan = Kabupaten
Merangin dapat dilakukan dengan
cara memberikan sarana  dan
prasarana layanan.

Penyediaan kotak saran dapat
berfungsi sebagai penganti interaksi
sosial secara tidak langsung, namun
interaksi  tersebut belum dapat

dijalankan sebagaina semestinya.

3. Pembentukan Birokrat Yang
Berorientasi Pelayanan

Sumber Daya Manusia atau
birokrat yang bertugas memberi
pelayanan  sehingga  peningkatan
SDM harus selalu diprioritaskan pada
kepentingan

masyarakat  dalam

penyelenggaraan pelayanan publik

yang berkualitas secara dinamis,
tanggap, cepat serta tepat sasaran.
Beberapa yang mengukur Sumber

Daya Manusia sebagai berikut:

1. Kompetensi
Penempatan ~ sumber  daya
manusia Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merangin sangat
memerlukan pegawai yang terampil
memiliki bidang ilmu dan wawasan
dalam  memberikan  pengetahuan
kepada masyarakat. Tidak adanya
keluhan  masyarakat = Kabupaten
Meragin terhadap KP2T baik secara
lisan maupun secara tulisan bukan
berarti petugas mengabaikan kualitas
pelayanan.
Kurangnya pendidikan dan
pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh
pegawai Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merangin
membuat pegawai tidak mengetahui

program yang akan dijalankan.
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Artinya kualitas dari SDM harus
diperbaiki dan alasan keterbatasan
anggaran membuat kuantitas pegawai
menjadi masalah, sehingga kualitas
pelayanan tidak dapat diberikan
dengan optimal.
1. Kredibilitas

Kepercayaan masyarakat akan
tercipta apabila petugas mampu
memberikan kejelasan

layanan di

Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin menyangkut
keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan sesuai
dengan tugas dan fungsinya yang
tercantum dalam struktur organisasi.
Berdasarkan Perda No. 20 Tahun
2008 tentang struktur organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Merangin Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri

dari Kepala Kantor, Kasubbag Tata

Usaha, Kasi Pembangunan, Kasi

Ekonomi dan Kasi Pemerintahan dan
Kemasyarakatan.
2. Kedisiplinan petugas pelayanan.

Kesungguhan petugas dalam
memberikan  pelayanan  terutama
terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku. Waktu
pengurusan perizinan berguna untuk
menjamin terwujudnya pengurusan
perizinan yang berkualitas maka
ditetapkan standar waktu pelayanan
penyelesaian perizinan.

Menurut petugas yang melayani
pengurusan IMB kepada masyarakat
rata-rata waktu penyelesaian 15-20
hari, sedangkan kurun  waktu
pengurusan perizinan di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin yang telah
ditetapkan terhitung sejak
persyaratan  administratif ~ sudah

dilengkapi oleh dinas teknis secara

lengkap dan benar.
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4. Pembangunan Kultur
Pelayanan
Upaya yang dilakukan

pimpinan dalam memberikan arahan
untuk pembangunan kultur pelayanan
dan mengawasi kinerja pegawai
dalam memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat di Kabupaten

Merangin dapat dilihat dari:

1. Kebijakan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan
eksitensi Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merangin dapat
melaksanakan  program  kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi, maka
memerlukan kebijakan.
Iklim Organisasi

Iklim organisasi di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin sudah memiliki
iklim kerja yang kondusif yang

mampu memberikanmotivasi kerja

pada pegawai meskipun sarana dan

prasarana di Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten
Merangin kurang memadai, namun
kendala yang ada di internal
organisasi tidak menjadi hambatan
bagi petugas dalam menjalakan tugas
dan fungsinya.

Artinya  kinerja

petugas telah  termotivasi  atas
kesadaran sendiri sebagai pelayan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan
pendapat Stinger (Wirawan, 2007)
mendefinisikan bahwa iklim
organisasi sebagai koleksi dan pola
lingkungan yang menentukan
munculnya motivasi serta berfokus
pada persepsi-persepsi yang masuk
akal atau dapat dinilai, sehingga
pengaruh

mempunyai langsung

terhadap kinerja anggota organisasi.

2. Pengawasan Kerja Organisasi
Pengawasan kerja dalam suatu
tindakan

organisasi  merupakan

meneliti yang dilakukan oleh seorang
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pimpinan, apakah segala sesuatu
sudah tercapai atau berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan
berdasarkan instruksi-instruksi yang
telah dikeluarkan dan aturan-aturan
yang telah ditetapkan. Pengawasan
bertujuan untuk menemukan
kelemahan-kelemahan yang ada di
KP2T, agar dapat diperbaiki dan
mencegah berulangnya kelemahan-
Menurut

kelemahan tersebut.

Admosudirdjo  (dalam  Febriani,
2005:11) yang mengatakan bahwa
pada pokoknya controlling atau
adalah

pengawasan keseluruhan

daripada kegiatan yang
membandingkan atau mengukur apa
yang sedang atau sudah dilaksanakan
dengan kriteria, norma-norma,

standar atau rencana-rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya.

3.  Pengarahan Pimpinan

Organisasi

Pengarahan pimpinan dalam
suatu organisasi merupakan
pemberian pengarahan oleh pimpinan
kepada bawahan agar bekerja dengan

produktif ~ dan  disiplin  serta

memberikan penyuluhan agar
berpartisipasi aktif dalam
melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehari-hari dan
merupakan  salah  satu  wujud
pembinaan  pimpinan terhadap
seluruh  pegawainya. = Pandangan
masyarakat yang memberikan

penilaian terhadap kualitas pelayanan
petugas Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merangin, mulai
dari sikap dan cara kerja para petugas
terlihat sudah relatif cukup baik. Hal
ini dapat dilihat dari kedisiplinan
yang baik dalam bekerja, adanya
tanggung jawab dalam menjalankan
tugas, kemampuan dalam

menjalankan tugas, kecepatan dalam
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memberikan pelayanan,

mengedepankan  keadilan  dalam

memberikan pelayanan dan sopan

ketika melayani masyarakat.

Masyarakat mendapatkan ijin
yang diajukan sesuai waktu yang
dijanjikan oleh petugas, meskipun
waktunya tidak sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan. Namun
petugas berusaha selalu memberikan
penjelasan karena keterbatasan sarana
dan prasarana dengan menghubungi

masyarakat apabila pengurusan yang

terlalaikan sudah selesai.

5. Pembangunan Sistem Pelayanan
Yang Mengutamakan
Kepentingan Masyarakat
Kabupaten Merangin.

memberikan

Dalam rangka

pelayanan yang terbaik Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin membuat target
pencapaian retribusi dalam bidang

pelayanan  perizinan dari  data

Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara penerima SKPD tahun
2012  semua  anggaran  dapat
direalisasikan dengan baik. Artinya
data  penyelenggaraan pelayanan
perizinan retribusi yang dicapai
KP2T Kabupaten Merangin pada
tahun anggaran 2012 telah mencapai
target penerimaan daerah yang telah
ditetapkan.

Pencapaian  taget  retribusi
diharapkan memotivasi kerja pegawai
Kantor

di  lingkup Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten
Merangin Kabupaten Merangin dapat
selalu ditingkatkan. Apalagi rencana
pelayanan akan dibuka secara online
buat masyarakat Kabupaten merangin
yang  ingin  mengurus  IMB.
Pembangunan sistem pelayanan yang
mengutamakan

kepentingan

masyarakat Kabupaten Merangin

dapat dilihat dari kehadalan yang
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dimiliki petugas dalam memberikan
pelayanan lebih mengutamakan
kepentingan ~ masyarakat,  bukti
langsung yang ditandai dengan
adanya penyediaan yang memadai
sumber daya manusia dan sumber
daya  lainnya, daya  tanggap

masyarakat  tehadap  pelayanan
petugas di KP2T meskipun penyedian
kotak  saran  masih  tergolong
sederhana, jaminan atas izin yang
diberikan bisa
dipertanggungjawabkan dan dapat
digunakan sebagai bukti bahwa
bangunan yang akan didirikan sudah
sesuai dengan aturan dan ketentuan
yang berlaku dan empati yang
diberikan petugas KP2T ditandai
tingkat kemauan untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan masyarakat
dari kemauan personel untuk peduli

terhadap kendala yang dihadapi

masyarakat.

a. Kendala yang menghambat
pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Merangin.

- Kurangnya
Sumber Daya
(SDM) KP2T

Pengetahuan
Manusia
Masih adanya petugas KP2T

melalaikan  tugasnya, sehingga

penyelesaian  administrasi  kurang
efisien dan efektif.

-Minimnya Sarana Dan
Prasarana Pendukung

Sarana pelayanan merupakan
peralatan dan perlengkapan yang
secara langsung digunakan dan
penunjang proses pelayanan publik,

ruang tunggu, komputer, meja, kursi.

- Minimnya Dana Untuk

Menunjang Kegiatan

Keuangan dan pembiayaan
merupakan salah satu sumber daya
yang secara langsung menunjang

efektivitas dan efesiensi pelayanan

publik.
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seharusnya bukan menjadi alasan
utama dalam meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat, karena
pelayanan merupakan mewujudkan
kinerja petugas dalam memberikan
kepuasan informasi kepada
masyarakat. Hal ini tentunya sudah

diatur oleh Undang-undang No. 25

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 38  ayat 1 dimana
penyelenggara berkewajiban
melakukan penilaian kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik
secara berkala menjadi dasar para
pekerja di unit-unit pelayanan untuk

memberikan layanan

IV.PENUTUP

- Kesimpulan
Dari hasil penelitian mengenai

fungsi Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu dalam

meningkatkan

pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kabupaten Merangin, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penguatan  posisi tawar
pengguna jasa pelayanan dengan
pengguna jasa pelayanan seperti
kualitas

sosialisasi peraturan,

pelayanan dan pembiayaan dalam
pelaksanaan pelayanan jasa, memiliki

prosedur yang cukup jelas dan tidak

memberatkan masyarakat.

Memfungsikan ~ mekanisme
‘voice’ di KP2T Kabupaten Merangin

memiliki sarana dan prasarana belum

memadai untuk mewakili Provinsi

Jambi sebagai percontohan ditin 14

nasional, terutama pada pengunaan
kotak saran yang diangap kurang
efektif ~digunakan pada zaman
teknologi informasi saat sekarang.

Pembentukan birokrat yang
berorientasi ~ pelayanan  dengan

menempatkan sumber daya manusia

di KP2T sangat memerlukan: a)
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pegawai yang terampil sesuai dengan
kompetensi  yang  dimiliki, b)
kesopanan atas sikap dan prilaku
petugas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di

KP2T pada umumnya sudah baik, c)

kredibilitas memperlihatkan masih

adanya  petugas yang  kurang
memahami  tugas  pokok  dan
fungsinya dalam menjalankan

kegiatan pengurusan izin mendirikan

bangunan di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu.
Pembangunan kultur

pelayanan dilakukan pimpinan dalam
memberikan arahan untuk
pembangunan kultur pelayanan yang
berfungsi untuk melihat kinerja
pegawai dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat
dengan memperhatikan: a) kebijakan
melaksanakan

organisasi  untuk

program kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi, maka memerlukan
kebijakan, b) iklim organisasi di
KP2T Kabupaten Merangin sudah
memiliki iklim kerja yang kondusif
yang mampu memberikan motivasi
kerja pada pegawai meskipun sarana
dan prasarana kurang memadai dan c)
pengawasan kerja organisasi yang
dilakukan

adalah  menyesuaikan

rencana yang telah  ditetapkan

berdasarkan instruksi-instruksi yang

telah dikeluarkan dan aturan-aturan

yang telah ditetapkan.
Pembangunan sistem
pelayanan  yang  mengutamakan

kepentingan masyarakat Kabupaten
Merangin dilihat dari a) reliability
(kehandalan) petugas lebih
mengutamakan kepentingan
masyarakat ~ mulai dari prosedur
sampai tata cara mengurus perizinan

disosialisasikan kepada masyarakat

melalui penjelasan langsung dan
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memberikan brosur dan famplet

sebagai media informasi  bagi
masyarakat yang dapat di lihat pada
papan informasi di KP2T pada saat
pameran berlangsung, b) tangibles
(bukti langsung) dengan memberikan
pelayanan mulai dari prosedur sampai
tata cara mengurus perizinan yang
disosialisasikan mampu memberikan
penjelasan  kepada  masyarakat,
dengan sistem yang disebut “jemput
bola” atau menghubungan
masyarakat secara langsung melalui
via telpon, c) responsiveness (daya

masyarakat tehadap

tanggap)
pelayanan petugas di KP2T masih

tergolong sederhana dengan
menyediakan kotak saran, d)
assurance (jaminan) atas pelayanan
menerbitkan surat Izin Mendirikan
Bangunan yang diajukan masyarakat
benar- benar disahkan oleh pejabat

atau  petugas yang berwenang

sehingga bisa dipertanggung

jawabkan dan dapat digunakan
sebagai bukti bahwa bangunan yang
akan didirikan sudah sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang berlaku, ¢)
empaty ditandai tingkat kemauan
untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan masyarakat dari kemauan
personel untuk peduli terhadap
kendala yang dihadapi masyarakat

untuk mengurus IMB.

Kendala yang menghambat
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Merangin adalah:
a) kurangnya pengetahuan sumber
daya manusia (SDM) KP2T dalam
penyelesaian  administrasi  kurang
efisien dan efektif, b) minimnya
sarana dan prasarana pendukung, c)

minimnya dana untuk menunjang

kegiatan.
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- Saran

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan, dapat diberikan
beberapa saran agar kegiatan
pelayanan perizinan bisa berjalan
lebih optimal. Adapun saran dari

penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar kedepannya pelayanan
terpadu betul-betul diterapkan
di Kantor Pelayanan Terpadu
kabupaten Merangin dengan
menghadirkan Sumber Daya
Terkait di Kantor KP2T ini
sehingga masyarakat yang
ingin mengurus izin hanya
datang di satu tempat, izin
sudah dapat diurus dan inilah
yang diharapkan masyarakat
dengan adanya Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Untuk meningkatkan Sumber
Daya  Manusia  pegawai

Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten
Merangin, perlu diadakan
pendidikan dan  pelatihan
teknis dan  penambahan
pegawai yang menguasai
bidangnya seperti, tenaga ahli
bidang teknik sipil untuk
membantu bidang penerbitan
Izin mendirikan bangunan.
Disarankan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KP2T)
Kabupaten Merangin perlu
membuat langkah-langkah
kongrit guna  mengubah
kebiasaan  pegawai  yang
sering malas dalam
melaksanakan tugas, misal
pemberian penghargaan
kepada pegawai yang
berprestasi.

Meningatkan koordinasi dan
memberikan kesempatan

kepada pegawai yang belum
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pernah mengikuti Bintek agar
semua memiliki pegalaman
dan wawasan yang yang baik
dalam penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan

Dalam rangka menciptakan
suasana yang nyaman bagi
masyarakat dalam pengurusan
perizinan , maka perlu
diadakan pembenahan sarana
maupun  prasarana  seperti
ruang tunggu diberikan kursi
yang layak, AC, TV, ruang
parkir yang memadai
sehingga mampu memberikan
rasa aman dan nyaman kepada
masyarakat.

Perlu ditingkatkan anggaran
untuk  Kantor  Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten
Merangin sehingga mampu
memberikan pelayanan yang

optimal dengan peralatan

yang  memenuhi  standar
seperti penambahan komputer
dan peralatan lainnya yang
menunjang kegiatan

operational pelayanan.
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RINGKASAN

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik lebih baik. Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merangin  tidak terlepas dari fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Merangin. 

Hasil penelitian mengenai pelayanan IMB di KP2T Kabupaten Merangin, memjelaskan bahwa: 1) penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan dengan pengguna jasa pelayanan memiliki prosedur yang cukup jelas dan tidak memberatkan masyarakat dalam pembiayaannya dalam pengurusan IMB di Kabupaten Merangin, 2) memfungsikan mekanisme ‘voice’ di KP2T Kabupaten Merangin memiliki sarana dan prasarana belum memadai untuk mewakili Provinsi Jambi sebagai percontohan ditingkat nasional, 3) Pembentukan birokrat yang berorientasi pelayanan dengan menempatkan sumber daya manusia di KP2T sangat memerlukan kedisiplinan petugas pelayanan terutama konsistensi waktu,  4) Pembangunan Kultur Pelayanan dilakukan pimpinan dalam memberikan arahan untuk pembangunan kultur pelayanan yang berfungsi untuk melihat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memperhatikan  iklim organisasi di KP2T Kabupaten Merangin sudah memiliki iklim kerja yang kondusif yang mampu memberikan motivasi kerja pada pegawai meskipun sarana dan prasarana kurang memadai, 5) pembangunan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin dengan memberikan pelayanan mulai dari prosedur sampai tata cara mengurus perizinan yang disosialisasikan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat, dengan sistem yang disebut “jemput bola” atau menghubungan masyarakat  secara langsung melalui via telpon. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan, maka kendala yang menghambat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di KP2T Kabupaten Merangin adalah: a) kurangnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) b) minimnya sarana dan prasarana pendukung, c) minimnya dana untuk menunjang kegiatan.

Kata Kunci: Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
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I. PENDAHULUAN



1. Latar Belakang



Pemerintah dituntut oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik (Good Governance) kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Saleh (2003) yang mengatakan bahwa pelayanan harus dilakukan pemerintah meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap organisasi birokrasi pemerintah yang semakin responsif, akomodatif dan adaptif terhadap perubahan situasi lingkungan politik ekonomi, sosial dan budaya, maka perlu ditindaklanjuti pelayanan birokrasi yang lebih efektif  dan efisien. 

Rendahnya pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, birokrasi pemerintah belum mampu merespon dinamika politik dan ekonomi, sehingga pelayanan publik cenderung tidak efektif, efisien dan tidak responsif. Walaupun reformasi sudah berjalan mulai tahun 1997, tetapi pelayanan publik tidak banyak berubah dari periode sebelumnya. Survei tentang pelayanan publik di Indonesia yang diprakarsai oleh PSKK UGM menunjukkan bahwa di beberapa daerah seperti di Yogyakarta 69,1 % dan di Sulawesi Selatan 25,4 %  serta di Sumatera Barat 27,5 % masyarakat pengguna jasa birokrasi merasa kecewa terhadap pelayanan yang mereka terima. (Subarsono dalam Dwiyanto,2008).

 (
 
1
)Keadaan ini, padahal sudah tercermin dengan adanya perangkat kebijakan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjelaskan bahwa pada hakekatnya kebijakan pemerintah merupakan upaya transformasi organisasi birokrasi menuju efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan terhadap publik. Pelayanan publik juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan menurut Ratminto dan Winarsih (2005) adalah segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah izin warkat.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan desentralisasi yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, maka dengan diterapkannya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dalam layanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk memudahkan pengurusan perizinan. Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin  yang menjadi salah satu wewenang Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah yang berorientasi membuka akses bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan diantaranya adalah pelayanan izin mendirikan bangunan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin ini termasuk kantor yang masih baru, sampai saat ini pelaksanaannya baru berjalan ± 3 (tiga) tahun, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2012.

Berdasarkan penjelasan Bapak Alamsah Kabid Tata Ruang dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin mengatakan bahwa: “Penyebab semrawutnya Kota Bangko di sebabkan banyaknya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”. (Tribun Jambi, 5 Maret 2013). Artinya peyebab ketidakteraturan Kota Bangko disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan.  Hal ini terjadi karena ketidakpedulian masyarakat akan izin mendirikan bangunan, begitu juga presepsi masyarakat terhadap pelayanan untuk mengeluarkan IMB tersebut memiliki prosedur yang dianggap rumit oleh masyarakat.

Dari apa yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan mengkaji fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Merangin.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

2. Kendala apa saja yang menghambat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang:

1. Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Kendala yang menghambat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:12) mengemukakan metode kualitatif merupakan metode naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

 III.HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang Terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Merangin



Pelaksanaan Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan hal tersebut maka, struktur birokrasi di daerah juga berubah dimana pemerintah daerah dapat melaksanakan pelayanan publik dengan pembentukan instansi atau lembaga khusus yang mengurus permasalahan perizinan.

Kenyataannya kualitas pelayanan publik masih banyak di keluhkan masyarakat yang disebabkan sulitnya mengakses informasi, prosedur yang berbelit-belit dan masih tidak jelasnya biaya pengurusan perizinan. Paradigma tersebut pemerintah daerah Kabupaten Merangin menaruh perhatian yang besar terhadap upaya mereformasi dalam bidang perizinan dengan dibentuknya Kantor Palayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Merangin dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.

Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu pada hakikatnya adalah penyelenggaran pelayanan perizinan di satu atap. Sistem ini diyakini salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka membentuk transparansi informasi dalam bidang perizinan dan pada akhirnya dengan adanya reformasi terhadap pelayanan perizinan maka dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian orang menilai dengan sudut pandang yang negatif terhadap pelayanan perizinan, yang di anggap perizinan selama ini berbelit-belit, tidak jelas, tidak transparan dan juga tidak adanya kepastian waktu dalam mengeluarkan Izin yang diurus oleh masyarakat.

Kondisi ini membuat masyarakat tidak mau mengurus langsung akan tetapi banyak yang mengurus melalui calo-calo atau lebih tepatnya menggunakan biro jasa perizinan. Hal ini selain tidak baik dari sisi ketertiban hukum juga berdampak pada tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor retribusi perizinan serta tidak bergairahnya investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan di kabupaten Merangin. Paradigma bahwa pemerinatah adalah pelayan masyarakat harus benar-benar di ujudkan, dengan memandang bahwa masyarakat adalah pelanggan yang harus dilayani secara prima dengan upaya menghilangkan prosedur yang berbeli-belit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak jelas serta petugas yang tidak ramah terhadap pelanggan (masyarakat).

b. Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Dalam Meningkatkan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merangin



Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bagian dari upaya negara yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauhmana pelayanan publik dilaksanakan. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan sekejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Merujuk pada Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme (KKN) mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh TAP MPR tersebut antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik terus dilakukan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah memungkinkan penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Surjadi, 2009:7).

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan proses yang sangat strategis karena di dalamnya berlangsung interaksi yang cukup intensif antara warga negara dan aparatur pemerintah. Kualitas produk dan proses penyelenggaraan layanan publik dapat diamati, dirasakan, dan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena fungsi pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat mengenai perbaikan kualitas pelayanan publik ditanggapi oleh pemerintah dengan serius. Dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya perbaikan pelayanan publik. Selain itu, disebutkan juga mengenai standar pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 tentang ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan publik yang baik diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kualitas layanan yang diberikan, agar pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam meningatkan pelayanan maka ruang lingkup pembahasan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin memiliki fungsi memberikan layanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat secara optimal. Penilaian publik terhadap pelayanan yang diberikan dapat diukur dengan beberapa faktor menurut Ratminto dan Winarsih (2005:38-51) yaitu ada lima faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penguatan Posisi Tawar Pengguna Jasa Pelayanan



Pelayanan publik akan menjadi baik atau berkualitas apabila masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan tertentu mempunyai posisi tawar yang sebanding dengan posisi tawar petugas pemberi pelayanan. Penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan KP2T Kabupaten Merangin harus dilakukan antara lain dengan cara memberitahukan dan mensosialisaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik pemberi maupun pengguna jasa pelayanan yang terdiri dari:

2. Sosialisasi Peraturan

Pelaksanaan sosialisasi peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012. Peraturan ini disosialisasikan kepada masyarakat melalui pameran setiap tahunnya. 

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pelayanan yang mengutamakan kenyamanan masih kurang efektif bagi masyarakat. 

4. Pemberitahuan pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan jasa.

Pelayanan yang diberikan Izin di KP2T Kabupaten Merangin diatur oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan atau mengubah bangunan. telah menjelaskan tarif

 2. Memfungsikan Mekanisme ‘Voice’



Memfungsikan mekanisme ‘voice’ dapat dilakukan untuk menyeimbangkan hubungan antara pemberi jasa pelayanan dan penerima jasa pelayanan yang dilakukan di KP2T Kabupaten Merangin dengan cara:

· Menyiapkan sarana untuk menampung keluhan masyarakat

Memfungsikan Voice di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Merangin dapat dilakukan dengan cara memberikan sarana dan prasarana layanan. 

Penyediaan kotak saran dapat berfungsi sebagai penganti interaksi sosial secara tidak langsung, namun interaksi tersebut belum dapat dijalankan sebagaina semestinya.

3. Pembentukan Birokrat Yang Berorientasi Pelayanan



Sumber Daya Manusia atau birokrat yang bertugas memberi pelayanan sehingga peningkatan SDM harus selalu diprioritaskan pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas secara dinamis, tanggap, cepat serta tepat sasaran. Beberapa yang mengukur Sumber Daya Manusia sebagai berikut: 

1. Kompetensi

Penempatan sumber daya manusia Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin sangat memerlukan pegawai yang terampil memiliki bidang ilmu dan wawasan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tidak adanya keluhan masyarakat Kabupaten Meragin terhadap KP2T baik secara lisan maupun secara tulisan bukan berarti petugas mengabaikan kualitas pelayanan. 

Kurangnya pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin membuat pegawai tidak mengetahui program yang akan dijalankan. Artinya kualitas dari SDM harus diperbaiki dan alasan keterbatasan anggaran membuat kuantitas pegawai menjadi masalah, sehingga kualitas pelayanan tidak dapat diberikan dengan optimal. 

1. Kredibilitas 

Kepercayaan masyarakat akan tercipta apabila petugas mampu memberikan kejelasan  layanan di Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin menyangkut keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam struktur organisasi. Berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pembangunan, Kasi Ekonomi dan Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 

2. Kedisiplinan petugas pelayanan.

Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Waktu pengurusan perizinan berguna untuk menjamin terwujudnya pengurusan perizinan yang berkualitas maka ditetapkan standar waktu pelayanan penyelesaian perizinan. 

Menurut petugas yang melayani pengurusan IMB kepada masyarakat rata-rata waktu penyelesaian 15-20 hari, sedangkan kurun waktu pengurusan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan  terhitung sejak persyaratan administratif sudah dilengkapi oleh dinas teknis secara lengkap dan benar. 

4. Pembangunan Kultur Pelayanan



Upaya yang dilakukan pimpinan dalam memberikan arahan untuk pembangunan kultur pelayanan dan mengawasi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Merangin dapat dilihat dari:

1. Kebijakan Organisasi 

	Dalam rangka meningkatkan eksitensi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin dapat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, maka memerlukan kebijakan. 

Iklim Organisasi

 Iklim organisasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin sudah memiliki iklim kerja yang kondusif yang mampu memberikanmotivasi kerja pada pegawai meskipun sarana dan prasarana di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin kurang memadai, namun kendala yang ada di internal organisasi tidak menjadi hambatan bagi petugas dalam menjalakan tugas dan fungsinya. Artinya kinerja petugas telah termotivasi atas kesadaran sendiri sebagai pelayan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Stinger (Wirawan, 2007) mendefinisikan bahwa iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus  pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi.

2. Pengawasan Kerja Organisasi

Pengawasan kerja dalam suatu organisasi merupakan tindakan meneliti yang dilakukan oleh seorang pimpinan, apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di KP2T, agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan tersebut. Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengarahan Pimpinan Organisasi

Pengarahan pimpinan dalam suatu organisasi merupakan pemberian pengarahan oleh pimpinan kepada bawahan agar bekerja dengan produktif dan disiplin serta memberikan penyuluhan agar berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dan merupakan salah satu wujud pembinaan pimpinan terhadap seluruh pegawainya. Pandangan masyarakat yang memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin, mulai dari sikap dan cara kerja para petugas terlihat sudah relatif cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan yang baik dalam bekerja, adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kemampuan dalam menjalankan tugas, kecepatan dalam memberikan pelayanan, mengedepankan keadilan dalam memberikan pelayanan dan sopan ketika melayani masyarakat. 

Masyarakat mendapatkan ijin yang diajukan sesuai waktu yang dijanjikan oleh petugas, meskipun waktunya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun petugas berusaha selalu memberikan penjelasan karena keterbatasan sarana dan prasarana dengan menghubungi masyarakat apabila pengurusan yang terlalaikan sudah selesai.

5. Pembangunan Sistem Pelayanan Yang Mengutamakan Kepentingan Masyarakat Kabupaten Merangin.



Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin membuat target pencapaian retribusi dalam bidang pelayanan perizinan dari data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerima SKPD tahun 2012 semua anggaran dapat direalisasikan dengan baik. Artinya data penyelenggaraan pelayanan perizinan retribusi yang dicapai KP2T Kabupaten Merangin pada tahun anggaran 2012 telah mencapai target penerimaan daerah yang telah ditetapkan. 

Pencapaian taget retribusi diharapkan memotivasi kerja pegawai di lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin dapat selalu ditingkatkan. Apalagi rencana pelayanan akan dibuka secara online buat masyarakat Kabupaten merangin yang ingin mengurus IMB. Pembangunan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin dapat dilihat dari kehadalan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan  lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukti langsung yang ditandai dengan adanya penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, daya tanggap masyarakat tehadap pelayanan petugas di KP2T meskipun penyedian kotak saran masih tergolong sederhana, jaminan atas izin yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa bangunan yang akan didirikan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan empati yang diberikan petugas KP2T ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat dari kemauan personel untuk peduli terhadap kendala yang dihadapi masyarakat.

a. Kendala yang menghambat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin.



· Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) KP2T 



Masih adanya petugas KP2T melalaikan tugasnya, sehingga penyelesaian administrasi kurang efisien dan efektif. 

· Minimnya Sarana Dan  

 Prasarana Pendukung



Sarana pelayanan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan penunjang proses pelayanan publik, ruang tunggu, komputer, meja, kursi. 

· Minimnya Dana Untuk Menunjang Kegiatan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pelayanan publik. 

seharusnya bukan menjadi alasan utama dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, karena pelayanan merupakan mewujudkan kinerja petugas dalam memberikan kepuasan informasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya sudah diatur oleh Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala menjadi dasar para pekerja di unit-unit pelayanan untuk memberikan layanan



IV.PENUTUP

· Kesimpulan

	Dari hasil penelitian mengenai fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Merangin, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan dengan pengguna jasa pelayanan seperti sosialisasi peraturan, kualitas pelayanan dan  pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan jasa, memiliki prosedur yang cukup jelas dan tidak memberatkan masyarakat. 

Memfungsikan mekanisme ‘voice’ di KP2T Kabupaten Merangin memiliki sarana dan prasarana belum memadai untuk mewakili Provinsi Jambi sebagai percontohan ditingkat nasional, terutama pada pengunaan kotak saran yang diangap kurang efektif digunakan pada zaman teknologi informasi saat sekarang.  (
101
)	Pembentukan birokrat yang berorientasi pelayanan dengan menempatkan sumber daya manusia di KP2T sangat memerlukan: a) pegawai yang terampil sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, b) kesopanan atas sikap dan prilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di KP2T pada umumnya sudah baik, c) kredibilitas memperlihatkan masih adanya petugas yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pengurusan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pembangunan kultur pelayanan dilakukan pimpinan dalam memberikan arahan untuk pembangunan kultur pelayanan yang berfungsi untuk melihat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memperhatikan: a) kebijakan organisasi untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, maka memerlukan kebijakan, b) iklim organisasi di KP2T Kabupaten Merangin sudah memiliki iklim kerja yang kondusif yang mampu memberikan motivasi kerja pada pegawai meskipun sarana dan prasarana kurang memadai dan c) pengawasan kerja organisasi yang dilakukan adalah menyesuaikan  rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pembangunan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin dilihat dari a) reliability (kehandalan) petugas lebih mengutamakan kepentingan masyarakat  mulai dari prosedur sampai tata cara mengurus perizinan disosialisasikan kepada masyarakat melalui penjelasan langsung dan memberikan brosur dan famplet sebagai media informasi bagi masyarakat yang dapat di lihat pada papan informasi di KP2T pada saat pameran berlangsung, b) tangibles (bukti langsung) dengan memberikan pelayanan mulai dari prosedur sampai tata cara mengurus perizinan yang disosialisasikan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat, dengan sistem yang disebut “jemput bola” atau menghubungan masyarakat  secara langsung melalui via telpon, c) responsiveness (daya tanggap) masyarakat tehadap pelayanan petugas di KP2T masih tergolong sederhana dengan menyediakan kotak saran,  d) assurance (jaminan) atas pelayanan menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan masyarakat benar- benar disahkan oleh pejabat atau petugas yang berwenang sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa bangunan yang akan didirikan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, e) empaty ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat dari kemauan personel untuk peduli terhadap kendala yang dihadapi masyarakat untuk mengurus IMB.

Kendala yang menghambat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin adalah: a) kurangnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) KP2T dalam penyelesaian administrasi kurang efisien dan efektif, b) minimnya sarana dan prasarana pendukung, c) minimnya dana untuk menunjang kegiatan.



· Saran

	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan beberapa saran agar kegiatan pelayanan perizinan bisa berjalan lebih optimal. Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar kedepannya pelayanan terpadu betul-betul diterapkan di Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Merangin dengan menghadirkan Sumber Daya Terkait di Kantor KP2T ini sehingga masyarakat yang ingin mengurus izin hanya datang di satu tempat, izin sudah dapat diurus dan inilah yang diharapkan masyarakat dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan teknis dan penambahan pegawai yang menguasai bidangnya seperti, tenaga ahli bidang teknik sipil untuk membantu bidang penerbitan Izin mendirikan bangunan. 

3. Disarankan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Merangin perlu membuat langkah-langkah kongrit guna mengubah kebiasaan pegawai yang sering malas dalam melaksanakan tugas, misal pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

4. Meningatkan koordinasi dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang belum pernah mengikuti Bintek agar semua memiliki pegalaman dan wawasan yang yang baik dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

5. Dalam rangka menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan , maka perlu diadakan pembenahan sarana maupun prasarana seperti ruang tunggu diberikan kursi yang layak, AC, TV, ruang parkir yang memadai sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

6. Perlu ditingkatkan anggaran untuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dengan peralatan yang memenuhi standar seperti penambahan komputer dan peralatan lainnya yang menunjang kegiatan operational pelayanan.
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